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7 PENDARULUAN
Te Alasap Pemilihan Jﬁgﬁl ) _V
tmggaknya_hukum:di suétuﬂﬂégara ditentukan oleh banvak fak-
tor. Masing-masing fakéor &éntunya saling berkaitun erut satu
dengan yang lain. YangZ;elaé manﬁsiglah yang sebenurnyu memegung
perunan sangat pentingiaebagai intiidari faktor-faktor yans mem=-
penzaruhi penegakan hu;uﬁ tersebut. Untuk lebih Jelasnye fuktorew
faktor te?sebut antarailain :
1e Fakﬁo: hukumn&a sendiri (Undang-Undang);
2« Foktor penegak hukum, yaltu pihak-pihak yang membentuk
manpun menerapkan hukum;
5e Faktor sarana atau fasiiiﬁas yang mendukung peneguakan hu-
kum;
4. Faktor masyaraka%,'yagni lingkungan diman:z hukum tersebut
berlaku atau diterépkan;

5. Paktor kebudayaan, yakni sebagai hasil “ary., cipta dun

rasa yang didasarkan pada kKarsa mahusia 41 dalam pergaulon

)

Untuk di negara kita~masalah penégakan hulkkum dulanlah se-

hidup.1

suatu hal yang baru lagi, karena selain negur: kits adalah nega-
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ra hukum yang terkait“%&hggﬁn hgengan-hal tersebut, juga era pem-
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N o
~ bangunan di segala bidang dengan majemuknya latur belokang pendu-
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1. Soerjono,‘Sdéﬁaﬁto,zﬁaﬁtarffdktor yang Heupenguruhl Penepakan
Hukum (Jakarta : Cvfingjawg;i, 1983%), halaman 4 = 5.
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duk Indonesia sangat membutuhkan kehadiran hultum itu sendiri.
Kehadiran hukum‘tersebﬁt tentunya adalah hukum y:inzg dapot dite-
rapkan dengan baik oleh para penegak hukum demi memenuhi tuntute
an keadilan masyarakats.

Dalam era pembangunan sekarang ternycta tiduk hanys memba-
wa pengaruh positif tetapi juga pgngaruh negatlf pulu. Sering
terdengar ketidak adilan yang #iéébahkan oleh tindakun yang di=-
anbil para penegak hukgm,'Kadangkala kebenaran dikalahkan oleh
kesewenang-wenangan daﬁ hukum dikaiahkan oleh kekuasaan. Dalam
suatu peradilan misalnya yangbbeberapa tahun terakhir ini sering
nenjadl scrotan, nampak peranan dari para peneguk hukum yang
terkait sangat menentukan hasil persidanéan.,salah satu contoh
kasus yang pernah disidangkan dan sampal szat ini masih belum
dilupakan orang adalah kasus Marsinah, Seorang buruh yanpg mati
terbunuh karena memperiggpgkq% hak-hak buruh bersama teman=-teman-
nyae : : T )

Dalam kasus Marsinah ini, mulai dari awal penyidikoan sam-
pai dengan putusan Mahkamah Aguﬁg yang membebaskon para terdakwa
sempat menimbulkan opiéi magyarakat. Apalagi dengan alian diadas-
kannya penyidikan ulané oleh aparat kepolisiun. Opini muasyarakat
ini timbul karens gdaugﬁjgpggalan atau keanehnn, seperti ketidale-
sesuaian Berité Acafaigége;iﬁsaan-(BAP) dengau rengakuun terdak-
wa dalam sidang, juga %idak dihadirkannya saksi lain yang daput
memberi: keterangan, duéaan adanya rekayasa BAP dan cucl otuk du-
a orang saksi daﬁ lain;iain;“Sehingga faktor penegalk hukum ber-
pengaruh sekali terhadap penyelesaian kasus ini, khususnyua du=

lam penegakan hukum pidana. Dengan demikian uraiun tersebut di-
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atas senjudl alasan pemilihan judul makzlah : "Pengaruh Faktor
Penegak Hukum dalam Penggalan.Hukum Khususnya Pényelesaian Ka=-
sus Marsinah't,

e

2. Latar Belakang Permasalahan
Dalam penyelesalan kasus Marsinah ini dapuat dilihat baohua
Mahkamah Agung lebih bertindak bijaksana jika dibandingkan deng-

an hakim Pengadilan Negéri Sﬁrabéya dan Sidoarjo yang hanya meng-
l N

acu pada BAP yang dicur#gai telah direkayosa. 'Hakim pengadilun
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negeri ini n&mpaknya kura rberh&ti—hati dalam mengambil keputus~
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an menyatakan para terdakwa‘bersalah dengan tanpa mendengarkan
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masukan dari pengacara dan komnas HAM. Mellhat pada hal terse-~

 H

but dan sesuai dengan pemilihan judul makaltah maka akan menarik

bila dlkaai mengenal apa yang seharusnya dimiliki oleh penegak
. . IR TR “ :

hukunr dan sesuatu yang Eébenarnya dapat menyebabkan penegak hu-

O 3
kun kurang mewujudkan keadilan bagi penyelesaian kasus ini.

Ben :
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. BAB II

PERMASALAHAN

Dalam makalah ini akan di bahas beberapa permasalahan an-
tara lain 3
1. Apa yang harus dimiliki: oleh penegak hukum dalam penegakan

hukum khususnya yaﬂg berkaitan dengan penyelessian kasus

: ¥ I B
(I T} g ‘-u . 1ho
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b

3 . 3 i 4§ o
2« Apa yang sekiranyafdapat menyebabkan penegak hukum kurang

Marsinah?

menunjukkan pel&ksahaan ﬁénegakan hukum yang sebagaimana

mestinya dalam penyelesaian kasus Marsinah?
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-, BBRB III

- 'PEMBAHASAN

R e S S <1

Manusia di dalam hidupnya yang;berkelompok sela;u berkecen~
derungan untuk hidup yaﬁg teratur dah fertib. Namun demilkian ti=-
ap manusia selalu memiliki kepentingan sendiri-zendiri yang ka=-
dangkala-sailng;bertentangan. Untuk mewujudkan berbagai kepen=
tingan itu kemudian manusia berusaha memilah dua macam kepenting~
an, yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, bahe
kan juga timbul kepentingan Sege}ompok orang atau golongan da-
lam masyarakat. Dalam rangka mewﬁjudkan tujuan nidup bermasyara=-

kat yang tenteram dan damal, maka kepentxngan masyaxukathh yang

fa “ ‘{ ﬁ Lo Iy wiﬁ; -

i

didahulukan. Untuk mengatur agar berbagau‘keﬁbntlnwan dalam Mo *iQii

syarakat tidak menyebabkan tujuan hidup bermasyarakat tergangsu,
masyarakat tersebut memiliki nilai-nilai yang diwujudkan dalam
kaidah~kaildah yang menjadi pedbﬁad;atau patokan bugi perilaku
individu. Jadi nilaji-nilai tefseguf diwujudkan dalam penjabaran
yang konkrit menjadi kéidah—kaidéﬁ hukum .yung mengatur setiup
individu. T - i H;f - ;1‘
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Dalam melaksanakan kaidahj%ukum dmbutuhkan adanya penegalke
an hukum. Secara konsepslonal. maka inti. dan arti penegakan hu=-
kum terletak pada kegiatan mehyérasikan hubungan nllul—nlld
yang terjabarkan di dalam kaldahfkaldah'yang mantap dan mengeja-
wantah dan sikap tinda% sebagai rangkaian penjuburan nilai tahap
akhir, untuk mehciptakghchmémeiihéra dan mempertuhankan kedamai-

an pergaulan hidnp.1) ;, 1,‘ W,;: A

1. Soerjono, Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruni Penegalan
' o]

qukum (Jakartd : CVe Rajawali, 1983), halamun @




Pengortian penegakan hﬁkum.ini‘dapat dikaitkan dengan amun:t
GBHN tahun 1993 yaitu.yang tercantum dalam TAP MPR no. II/iiPR/
1992 yang menyatakan bahwa "Penerapan hukum dan penegclun hukun
dilakzunakun secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdusor-
kan asas keadilan dan kebenaran dalam rangk: mewujudkan keter-
tibun dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sovial dun dini-
plin nasiehal, mendukung pembangunan serta memantapk:n stabili-
tos nasional yang mantap dan dinamisV Sehingga demikian penegak-
an hukum tersebut tidak:hanya sekedar berupa pengertian saju nu-
4
mun juga perlu untuk diwujudkaﬁ dalam langkah nyata, yang dalam
hal ini negara kita telah memprogramkannya dalam rencana oven-~
bangunan jangkﬁ panjang di negara kita.

Dalam penegakan hukum, para penegak hultum memiliici peran
yene cangat penting sekéli. Secara sosiclosis, muaa setiap rone=
palk hukum mempunyal ked;dukan {status) dan perunun (rocle). Kodu-
dukan (sosial) merupakan posisi tertentu di duliw strabtur fema-
syorakatan, yang mungkin tinggi; sedang-sedans s.ja atau rondii.
Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu waduh, yanrs isinye
meruvakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertontu. sk dan ke-
wajibin tadi merupaskan peranan atau "rolet. Oleh larena itu ma-
ka, seseorang yang memi}iki kedudukan tertentu, lazimaya dinama-
kan pemegang peranan (role. occupant). Suatu hak sehenarnya meru-
pakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, cedungkan kewa-
2) ..,
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jiban adalah beban atau tugas.

Salah satu unsur dari suatu peranan adualab peranan yungs

2. Tbid, hulaman 10 = 11.
[ S ; ' 6



aktual (actual‘ro;e) atgu peranan yang sebenarnya. Peranan akbu-
al ini seringkéli tidak sesuai dengan peranan yang scharusnya
(expected 'role). Jadi peranan yang diharapkan berdasarkan pérx-
turan perundang-undangan dalam pelaksanaan bisa terjadi perten-
tangun atau tidak terjadi sebagaimana mestinya. Hal ini bise su-
Ja terjadi karena bagaimanapun juga para penegak hukunm ad@lah
manusia juga yang memiliki kekurangan. Untuk itu, 41 dalan me-
lauksanakan peranan yang aktual, penegak hulzum schuilmya maunpu
"mulat sarira atau !mawas diriv, halmana skan tompol puda pori-
lakunya yang merupakan pelaksanaan daripada verunan aktualnyo.
Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum hurus berikhtiar un-
tuk hidup (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Sockante 1083)

1. Sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan spo. atuu mana

yang benar dan yang salah;

i~

. Somesthine (ethis), yaitu bersikap tindak maton atau bher-
patokan dan tidak watom ialah asal saja schingga s?mbrono
atau ngawur;

Ukuran maton itu adalah:
a. "sabutuhe yang maksudnya tidak serakah.
be. "sacukupe!" yaitu mampu tidak berkekuransan tetavi juga

5

tidak berkelebihan. !
c. "saperlune', a;tihyg iuéu, lugas tidak bertele-tele tan-
pa ujung pangkal.
3. Sakepenake (estetis) yang harus diartiltan : mencari yung
cnak tanpa menyebébkén tidak enak pada pribadi orany lain.

Halw~hal tersebut diatas hapye munghkin apabila diliadiskan suda

paling sedikit dva asas, yakai (Purnndi Purboc vobi o Soerjinonn
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Soekanto 1983)
1. apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan
orang lain mengalaminya.

-

2. apa yang boleh anda perdapat, biarkanlapn orung lain ber~
ikhtiar mendapatkannya.B)
Di dalam kasus Marsinah kita mengetahui buhwa Hahlamah
Acsunyg telah memutus bebas paraiterdakwa, yang ini membultilkun
bahwa Mahkamah Agung tidak berpegang pada Berita Acaru Pemerilk-
saan (BAP) tetapl pada Jalannys sidang pada pengadilan negeri
dan pengadilan tinggi. Ini menunjukkan hahwa Mahiamulh Agung su=-
dah memenuhi syarat "mulat sarira" atau "mawas diri? diatos.
lfahkamah Agung telah bertindak logis dengan dapat membuktikon
mana yang salah dan mana yang benar, yang akhirnya membebuskan
terdakwa. Dengan pembebasan ini membuktikan bahwa BAP yang di-
buat oleh aparat kepoli?ian diragukan kebenurannyu. Selain itu
Mahkamah Agung bertindak ethis yaitu tidak asal saja mengambil
suatu keputusan pembebasan para.terdaRWa tanpa dasar dan bertin-
dak estetis pula karéna telah melakukan keputusan yang terbuik.

Oleh karena BAP tidak digunakan sebagui dusar bagl pengam=-
bilan keputusan oleh Méhkamah Agung maka akan somakin memperkuat
anggapan bahwa telah térjadi rekayasa terhadap penyusunan BaP
tersecbut. Dengan demikién.dapat dikatakan pihul kepelisiaa he-
lum memenuhi kriteria "mulat sarira" atau '"maw.s diri" seperti
disebutkan diatas.

Bagi hakim pengadilan negeri pada sidang kasus Marsinah ini

%. Ibid, halaman 17 -_18.
" L 8



dengnn adanya keputusan Mahkamah Agung yang ber_atokan puada ja-
lannya sidang, dimana hakim tersebut hanya berpotolan pada AP
yang diragukan kebenarannya berdasarkan keterancan nara torduie
wa juga keterangan saksi ahli yang bertentangan dengun keterang-
an dua orang saksi yang diduga telah dicuci otaknya, menunjul-
kan bahwa hakim tersebut belum "mawas diri". Karena bagaimanaw-
pun juga ia harus bertindak:ldgis, vaitu dapat mencari mana
yang benar dan yang saléh.dengan tidak hanya berpatokan pada
BAP yang sangat jelas oleh pengacara diragukan. Dan tindakan
hakim yang hanya berpatokan pada BAP saja adalah tidak ethis
karena terkesan sembrono. Selain itu keputusan hakim tersebut
yang menyatakan terdakwu bersalah adalah tidak estetis karena
yang tidak bersalah harus yang menanggung alkibat adanya kenus
pembunuhan tersebut.

Yang patut dipu&i adalah sikap dari pengoacara yong mempu=
nyai keberanian membuktikan dan menunjukkan mana yang boenar dun
nona yang salah. Dengan demikian pengacara terduakwa daolam kusus
Marsinah ini mampu menunjukkan bahwa dirinya telah '"mawas diriv.

Disamping itu ada hal yang tidak boleh dilupakun adalun
mengenal kesadaran hukum. Bagi suétu masyarakat yang seduny mem=
bansun, hukum selalu dikaitkan pada usaha=-usahz untul mencapail
taraf kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapuail se-
belumnya. Menghadapi keadaan yang demikién itu, maka pcfanun hue
kum semapkin menjadi penting dalam mewujudkun tujuan itu. Fungsi
hukum tidak hanya cukup sebagai kontrol sosial melainitan lebib
dari itu..Fungsi hukua yang Qihérapkan dewasa ini adalah melaku~

kan usaha untuk menggerakkan usaha agar :bertingkah laku scoual

dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarukat so-
_ .,



bagaimana yang.dicita-qitakgn. Untuk bertindak atau bertingkah-
laku sesuail dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesaduaruan
hukum dalam masyarakat, oieh karena kesadaran hukum masyaralkat
merupakan semacam Jjembatan yang menghubungkan antara peraturan;
peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota-angcota masya=-
rokat. Termasuk dalam kesadaran hukum adalah kutagori nilai-ni-
lai, pandangan~pandanggn serta sikaﬁ-sikap yang mempehgaruhi
bekerjanya hukum. Lawrence M. Friedman menyebutnya sebagul buda-
ya hukum.q)

Dalam hal ini kita harus mengerti lebih duhulu, apa yung

dinaksud dengan kesadaran hukum. Menurut Paul 5Scholten "roechts=-
bewustzijn is het in ieder mens levend bewuszijn van wat recht
is o 'behoort tezijn" (Scholten, 1934 hal. 166), yang berarti
bahwa kesadaran hukuﬁ itu adalah tidak lain duripada suatv kesaw-
daran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu puatuh dan
trat kepada hukum. Sedangkan simposium kesadaran hukum musyarc-
kat dalam hasa‘transisi merupakan bahwa kesaduarun hulium itu an-
tars lain meliputi

a. Pengetahuan tentang hukum;

b. Penghayatan terhadép-hukum;
e 5)

t

c. Ketaatan terhadap hukum.”.

I
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k. pahardjo, Satjipto, Hukum dalam Perspektif Zosisl (Bandung
Alumni, 1981), halaman 12%.

5. Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indone-
sia (Bandung ¢ Alumni, 1979), halaman 29.
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Untuk itu para penegak hukum harus memiliki kescduran hu-
kum karena bagaimanapun juga ia adalah aparat yang bertugus men-
Julankan hukum atau menerapkan hukum. Ia scharusnyu berpiliir bu-
gainmana dan apa yang harhs dilakukan untuk menegakkan hulum itu.
Kurangnya kesadaran hukﬁm dikalangan para peneciaik hukus eflelk
negatifnya adalah jauh lebilh. beaar daripada dibuandinglkan denun
kurang sadarnya masyarakat. Oleh karena pelanggurun-pelangsaran
hukum yang dilakukan oléh para penegak hukum daput merusuk keoiw
daran hukunm manyarakat oleh karena dapat menimbulizun suutu ang-
sapan yang negatif dalam masyarakat bahwa balauw rpenesais hulum

sudzh memperhatikan contoh yang tidak balk muka merobs mossy:

LAY
O

kat tidak akan segan-gegan untuk berbuat lebih duri itu. “stau
paling tiduk akan menimbulkan berbagail tangsapan negutif terha-
dap penegak hukum tersebut.

valam kailtannya dengan kasus Marsinah maka tanosnvan nesou-
tif dari masysrakat dapat tertuju pada pihual kepolisiun don ho-

kim pengadilan negeri yang bersangkutan. Ioll ini juza daput

menurunkan wibawa kepolisian dan peradilan. Namun dengan kosutus
an kohkamah Agung yang dlnllal positif oleh masyurokat, ini sebi-

daknya bisa menunjukkan;bahwa Mahkamah Agung magsih menjunjung
hukum, keadilan dan hak;asésiﬁmanusia yang kadan: teruboilkun.
Ial yang paling pehting sehubungah dengan masaluh ini ialah
bagnaimana memberi kesadﬁran hukum dalam diri pora penegek hulmnm
itu sendiri agar supayé para penegak hukum itu tidak hanya me-
maksakan pelaksanaan hﬁkum kepada orang lain saja sedangkan ia

sendiri tidak atau kurang mentaati peraturan hukum yang sebenur-

1

6« Tbid, halaman 34.



nya juga berlakn bagi dirinya sendiri. Pelanggnrun-peluncoar-
an hukum oleh para penegak hukum sangatlah merusak kepercuyaan
masyarakat terhadap hukum yang berarti pula altun merusul kesu-
davwn hukum masyarakate Sebaliknya kepatuhun scorung penenan
hukum dalam melaksanakan suatu ketentuan huknm dunut dipundang
sebagal langkah pertuma kearah pembinaan kesadaran hukum masyo-
rakat.7)

Sehingga peran penegak hukum sangatlah penting dalam ponce-
gakan hukum ini karena dapat berpengaruh pula terhadap %esudaran
hukum masyarakat serta wibéwa dari aparat dan hukum itu sendiri.
Homun demilkian perlu kita lihat pula bahwa hukum itu sebuaile npu-
pun tidak akan mungkin terlaksana tanpa peneguait hukunm yanrs baik.

Salah satu fungSi hukum adalah memanusiakan kekuusuan, yang

f

nota bene dibutuhkan oleh hukum supaya d-pat dilaksanakan. Jadi
keknasaan adalah ataun semeatinya merupakan hamba kuat yang wmonge-
abdi kepada tuan, yaitu:hukum, yang luhur tetapi lemuh. Kalou
kekussaan tidak tunduk kepada ‘hukum, masyarakst dikuasai dan di-
rusak oleh 'hukum rimba; H siaparyang kuat dialah yang benar.
Tetapi dengan hukum, oréng yang bhetapa lemalipun dijamin hainraa
Agar supaya hukum dapat melaksanakan fungsi memanusiakan kekua-
saan itu, seluruh maaya;;kat‘harus mempunyai kesadarun huitum :

r ' a
tunduk kepada hukum dan menuntut pelaksanaannys tuanpa kelecuali-

an. ) Ada asumsi yang menyatakan bahwa semalidn tingoi boral te-

7. asbdurrahman, Aneka Masalah dalam Praktek Penegekan IIultun di
Indonesia (Bandung : Alumni, 1980), halamnan 2.

8. mnsiklopedi Politik Populer Pembungunun Pumc;uilu gJHHurku :
VAvasan Cipta Loka Caraka, 1903), hulamen 107 - 100,




Sadafan hulium seseorangnakan semakin tinngi pulc tingkuat ketuumte
an dan kepatuhannya kepada hukum dan sebaliknya senakin rendah
tingkat keSadaran hukum seseorang maka ia akan baonysi melakukan
pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum, sehingma ti-
dak mengherankan kalau ada yang merumuskan Kesadaran hukum itu
sebagal suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang
hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan kepada hukum. 3i-
lamana asumsi ini dikembangkan terus kita akan melihat bahwa
perscalan tentang‘kesadaran hukum ini sifatnya sangat individu-
il sekali oleh karena tingkat kesadaran hukum antara orang yang
satu dengan orang yang lainnya adalah tidak sama.Dilihat duri
asumsi tersebut diatas, maka pergnén dari para penegak hulkum
dalam:rangka pembinaan kesadaran‘hukum warga masyarakat acdalall
sangat besar sekali artin&a oleh kérena ia bertugas bukun saja
agar supaya setiap peratuéan hukum &éng dikeluarkan daput ter-
laksana secara efektif akan tetapi juga untuk mengusubhakan agur
supaya setiap warga negara selalu menjadi sadar untuk selzalu tu-
at dan melaltsanakan perat@ran-peraturan hukum sebagaimana mesti-
)
nyae
Pihak kepolisian, hékim, pengacara, Mahksmah aApung dan se-
luruh zparat penegak hukuﬁ adaiah manusia yang tidak terlepas
dari kekurangan atau kesaiéhan. Sehingga demikian tegalknya hu-
kum tergantung kepada tidakan dari manusic itu sendiri. Tetupi
karens hukum itu hanya dapat beroperasi melalul mannsia, Dakus
kini terbuka dimensi baru;dalém kehidupan hukum, dibanding dong-

an sewulktu kita melihat hukum, itu semata-matia sebaguel cusunan

9. Abdfisrahiany: Opscit, halaman 1h.
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huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang mati belaka. Hulum yang
kini harus bertumpu padé%manpgia itu tidak dapat lagi menghin-
darkan diri dari keanekéragaman sifaf-sifat dan tabiat manusia
vyang harus mendukungnya itu. Seorang misalnya, pernah menunjuk
pada pelaksanaan hukum sehari=hari itu dengan mengatakan, bah-
wa sebetulﬁya hukum itu:teramat sering membohongi kita semuu.
Bahwa hukum itu netral, bahwa hukum itu tidak pilih kasih dan
seterusnya adalah suatu mitos belaka. Adalah kosons semata.
Lho, hukum kok membohongl Tentunya yéng dimaksud disini bukan-
nya pasal-pasal undang-undang itu yang membohon;, sebab kalimat-
Kalimat toh tidak dapat membohong. Ia sekedar dituliskan d-n
manusia jualah yang menuliskan itu.

Apabila hukum mengatakan, bahwa ia tidak pilih kasih tetapi
pada kenyataannya ia toh melakukan hal itu, maka tentulah manu=
sia=manusia yang menjalankan hukum itu jualah yang menyebablan-
nya. Sekarang kita coba untuk memahami mengupu terjudi perkem-
bungan yang demikian itue.

Pertama, manusia itu jelas bukannya robot-robot, ia mempunyai
kepentingan-kepentingannya sendiri, ketakutuanny:, pengalaman-
pengulamannya sendiri dan kesemua ini mempengaruhi tingkah laku-
nya. Hukumpun ruéanya mﬁsih terlalu gsulit untuk dapat mendisi=~
plinir keanekaragaman sifat—aifat serta tabiat manusia yang men-
jadi pendukung hukum ini. dleh karena itu dipandang dari sudut
yang demikian ini masih‘menjaéivtanda tanya : Betullsah unglapun
vang menyatakan bahwa ﬁHakiﬁ adélah mulut undeng-undang?" leni=
rik sekali untuk menguﬁip apa yang dikatalan nleh ahli sosioclo-

gl Lelanda Van Doorn dalam hal ini yaitu, menien:i manusia sebo-
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mal prenterjemah atauv pelaku~pelaku dalam organisasi. Disini

kitu berbicura mengenal organisasi bukan sebasgal sualu bungunon
formal, melainkan sebagal suatu pengelompokan manusias. Demikian-
lah kira~kira yang dikatakan oleh ahli sosiologi tersebut. Jika
organisasi itu kita lihat bukan sebagai suatu bangunan formal
melainkan sebagail suatu kumpulan dan keterikatan sejumlah munu-

H
siamaka mereka ini boleh dibilang akan lolos dari susunan orga-

nisasi formal. Dikatakan lolosioleh karéna mercka ini.tidak da~
pat diikat selufuhnya secara erat menurut ketentuun-ketentuan
formsl yang membentuk susunan organisasi bersanskutan. Yang
penting juga untuk diketahui disini adalah : ana sedbubnya monu-
sig-nanusia menjadi lolos demikian itu? Penjeluscn umum perbtuna
mengatakan, bahwa manus#a it pasti akan loles duri gsctiup renu-
truksi. Selanjutnya dijélaskan, bahwa manusia itu sonunticoo fov-
jatuh diluar bagan yang telah dibuat disebabkan luronua bebesina
hal, valtu :

1. kepribadiannya,

2. asal-usul sosialnya,

5. tingkat perlkembangan dirinya,

b, kepentingan—kepentingan ekonominya,

P
5, keyakinan pblitikn&a, gerta

‘ i

6. pandangan hidupnya.

a
Lo
Aodl

Kesemuanya ini mendorong orang untulk menucfsirk.n tupusnyu do
. . : . 10)
organisasi menurut caranya sendiri.

v

e

10+ Rahardjo, Satjipto, Ahekalpe;soalan Hukum dan pasyarakat
(Bandung : Alumni, 1993), halaman 19 =~ 20.
e am e
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BAB IV

KESTMPULAN

Dari uraian pembahasan maka dapat ditarilt lesimealan :
T« Adu beberapa hal yang harus dimiliki oleh ;.ra penesnk

Pt

w0V s
afiaiah

hukum dalam penyelesaian kasus Marsinch
a. Penegak hukum hérus "muiat sariram atan "mawuas diriv
yang untuk itu ﬂarué hidup :
- sabenerc (logig).
~ samesthine (ethis), atau maton.
Ukuran maton antara lain :
- sabutuhe
«cacukupe
«saperlune
- sakepenake (estetis).
Dan ini semua harus. berlandaskan vada
»apa yang anda tidak ingin alami, jancanlab menyebih-
kan orang lain mengalaminya.
.apa yang boleh anda perdapat, biarkanlah orang lain
berikhtiar @;ﬁﬁgpgtkgnﬁya.
bs Kesadaran hukum%iéhg:meliputi :
~ pengetahuan tentang hukum, |
-~ penghayatan terhadap hukum,
- ketaatan te;hadap‘hukum.
2. Ada beberapa hal yang sekiranya dapat menrebublan penegak
hukum kuraﬂg menunaﬁkkaﬁ penegakan huloum sobusainans neshi-
nya dalam penyeleééian kasua Ma}sinah :

16



~.3elum semua penegak hukum Mmulat sarira" ateu “mavas dirin
bel{esadaran hukum.yang kurang dari sebagiin penegale huimm.
c.Pura penegak hukum memiliki perbedaan-perbedaan lotur
helakans dalam hal

~kepribadiannya,

~asal-usul sosialnya,

~tingkat perkembangan dirinya,

nkepentingan—kepentingan ekonominya,

—keyakinan politiknya, serta |

-pandangan hidupnya.



BAD V

SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulon muia duapat
ditemukakan saran-saran sebagal berikut
1+ Perlu adanya pembinaan kesadaran hukum bazi vpara nenegnl

hulium seperti yang diamgnatkan oleh Garis-Zuris josur jjo-
luan Negara.
Z» Perlu adénya tindakan yang tegas.bagi para nenessk hubum

baik teguran lisa maupun tulisan dari badun ztau lenbuca

yang berwenang. Sehingga di kemudian hari tiduk logi mela-

kukan kesalahan-kesalahan yanc dapat menurunkan wibowu

penegak hukum dan hukum itu sendiri,

.}
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